BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang bisa

diambil dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan mengapa Pasal 54 Undang-Undang Narkotika tidak

diterapkan dalam putusan penyalahguna narkotika

Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mengatur kewajiban pecandu untuk
melakukan rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun medis. Banyak kasus
narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara.
Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya
rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika terdapat dalam Pasal 54.
Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi
pemerintah atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri. Adapun
alasan-alasan yang mendasari tidak diterapkannya rehabilitasi tersebut

adalah:

1. Penegak hukum (Polisi, Jaksa. Hakim) lebih cenderung menghukum
daripada merehabilitasi

2. Tersangka Tidak Memenuhi kriteria Berdasarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010

3. Fasilitas tempat rehabilitasi yang jauh dari pengadilan

4. Biaya rehabilitasi yang tinggi harus ditanggung negara

5. Pelaku Penyalahguna tidak mengajukan rehabilitasi
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2. Waktu yang tepat untuk dilaksanakannya rehabilitasi

Waktu pemberian rehabilitasi tidak dijelaskan dalam pasal 54 Undang-
Undang Narkotika yang mengatur mengenai rehabilitasi narkotika. Apakah
sebelum dimulainya sidang atau sesudah sidang. Apakah rehabilitasi itu bisa
diberikan sebelum hakim memberikan putusan, atau dengan kata lain masih
dalam proses peradilan pidana, baik itu penyidikan, penuntutan, atau
pemeriksaan sidang di pengadilan; tanpa menunggu putusan hakim terlebih

dahulu.

Untuk kondisi pecandu yang memang memerlukan rehabilitasi, maka
sebaiknya rehabilitasi itu dilakukan sebelum sidang dimulai ataupun sebelum
diberikan putusan. Karena, Apabila hasil Asesmen dari Badan Narkotika
Nasional (BNN) merekomendasikan bahwa seorang penyalahguna narkotika
layak untuk dilakukan proses rehabilitasi secara medis dan sosial atas

ketergantungannya pada narkotika

Maka proses rehabilitasi dapat dilaksanakan ke tempat rehabilitasinya yang
ditunjuk. Dengan catatan tanpa mengabaikan proses hukum yang sedang
berlangsung. Sehingga apabila sebelum sidang ia sudah direhabilitasi, maka
ketika dimulainya sidang kondisi kesehatannya semakin membaik dan bisa
mengikuti sidang dengan lancar serta bisa menjawab secara normal
pertanyaan hakim yang ditujukan kepadanya.Apabila penyalahguna tersebut
masih kecanduan narkotika maka sudah pasti tidak akan memberikan

keterangan secara terus terang.

3. Kriteria seseorang dikenakan pasal 54 Undang Undang Narkotika
Berdasarkan unsur subyek yang terdapat di pasal 54 Undang-Undang
Narkotika.maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat ditempatkan di
lembaga rehabilitasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi
sosial adalah mereka yang memiliki kriteria sebagai berikut :
a. Korban Penyalahgunaan narkotika :
- Menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa

dan/atau diancam.
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5.2

- Melalui pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dan BNN, serta
asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu, atau melalui
pemeriksaan di sidang pengadilan oleh Hakim, dibuktikan bahwa
yang bersangkutan benar-benar merupakan Korban Penyalahgunaan
narkotika, sehingga ia wajib menjalani rehabilitasi di lembaga
rehabilitasi medis dan/atau sosial.

b. Pecandu narkotika :

- Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika
dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara
fisik maupun psikis

- Ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti yang
jumlahnya tidak melebihi ketentuan dalam SEMA No. 4 Th. 2010

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran
yang ditujukan bagi pelaksanaan pemberian tindakan rehabilitasi kepada
Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagai
berikut:

1. Pemerintah perlu mengkaji kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika karena dianggap sudah tidak sesuai dengan
perkembangan masyarakat saat ini.

2. Perlu diperbaiki mengenai istilah dan defenisi yang terdapat di
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya
mengenai rehabilitasi narkotika agar terdapat kejelasan dalam
pelaksanaan rehabilitasi kedepannya.

3. Perlu diperjelas kembali mengenai rehabilitasi khususnya dalam pasal
54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang
bisa mengakomodir proses rehabilitasi masuk ke dalam proses
persidangan, artinya proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan,
dan proses hukum di persidangan.

4. Diharapkan Hakim dalam menjatuhi putusan terhadap pecandu
narkotika dapat mempertimbangkan pemberian sanksi tindakan berupa

rehabilitasi dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sesuai
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hati nurani dan .hati nurani seorang hakim pun dapat menjadi dasar
petimbangannya dalam menentukan putusan dalam perkara narkotika
ini, akan tetapi hakim harus bisa mempertanggungjawabkan
putusannya tersebut bukannya hanya kepada diri sendiri, masyarakat
bahkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam menjatuhkan
putusan rehabilitasi tidak salah sasaran dan putusan tersebut dapat
dipertanggung jawabkan, pada sistem pembuktian berdasarkan
keyakinan hakim maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan

keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh peraturan.
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